
 

 

BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR 188.4/129 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN AKSI KONVERGENSI STUNTING DAN 
PENYUSUNAN DOKUMEN KEMISKINAN EKSTREM 

DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026 

 
BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

kegiatan aksi konvergensi stunting dan penyusunan 
dokumen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura 

Tahun 2026, perlu menunjuk Narasumber Pelaksanaan 
Aksi Konvergensi Stunting dan Penyusunan Dokumen 
Kemiskinan Tahun 2026;  

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009       

Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012         
Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia         
Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2         
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023    
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009    
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5080); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023    

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6887); 

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 193); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan 
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); 

13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang 
Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus 
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021; 

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura            
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura  Nomor 35); 
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15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2024 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2025 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 

Nomor 5); 

18. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura  
Tahun 2025 Nomor 84); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU  :  Menunjuk Narasumber Kegiatan Aksi Konvergensi Stunting  
dan Penyusunan Dokumen Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten 
Jayapura Tahun 2026, yang nama-namanya sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun            
Anggaran 2026. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 20 Januari 2026 

BUPATI JAYAPURA, 

 ttd 

    YUNUS WONDA 
salinan sesuai dengan aslinya, 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 

PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 
 
 

THIMOTIUS TAIME, SH 
PENATA TK.I 

NIP. 198406122010041003 
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
1. Gubernur Provinsi Papua; 
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura; 
3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;   
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

 
 

 
 



LAMPIRAN  KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
 NOMOR 188.4/129 TAHUN 2026 

 TANGGAL 20 JANUARI 2026 
 

 
NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN AKSI KONVERGENSI STUNTING  

DAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEMISKINAN EKSTREM 

 DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

1 2 3 4 

1 BESSE KUTI, ST Tenaga Ahli Pendamping 
Percepatan Penurunan 

Stunting 

Narasumber 

2 EDI SAFRIJAL, S.Sos., M.IKom Tenaga Ahli Pendamping 
Penyusunan Dokumen 

Kemiskinan Ekstrem 

Narasumber 

 

 

BUPATI JAYAPURA, 

 ttd 

   YUNUS WONDA 

 
salinan sesuai dengan aslinya, 

   a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 

PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 
 
 

THIMOTIUS TAIME, SH 
PENATA TK.I 

NIP. 198406122010041003 

 

 


